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Menimbang 

Menginga 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa ~ali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 frahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggJ.~~ Pendapatan dan 
Belanja Daera h Kabupaten Tasikmalaya TJrnun Anggaran 2019, 
perlu membentuk Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang omor 14 Tahun 1<J)50 ten tang Pemben
tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara I Tanggal 18 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah derlgan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pemben tukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 T~un 1950 tentang. 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ·~ 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 N0mor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20q9 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ke~mpat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999) ; I 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembJran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 'JTambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Irldonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tah~n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 12009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembo/an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, "J'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 12014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) ; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran l Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 1rambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir den~an Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 T~un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaranl Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tah\ln 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (LembarAn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 ~ahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daer dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ~hun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diUbah~ dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 te tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 ahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U mum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nop}or 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Ind011esia Nomor 4576) , 
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perupahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2d05 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, trambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 51 ~5); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 'Ikhun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Ind9nesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daenit: l (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 1'10mor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 ~ahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Polltik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo~esia Nomor 4972), 
sebagaimana telah beberapa kali dil,'lbah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan emerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuapgan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik InClonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 TFiliun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 No~or 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahuq 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Irldonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 11filiun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negaray Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 ~ahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahap Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petjubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 -Fahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda ng Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321) ; 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 1jahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negaral Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 ~ahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembfrran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 1j'ahun 2019 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahkn Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
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Tambahan Lembaran Negara Repub ' Indonesia Nomor 

6323) ; 1 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran pen~apatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik In~onesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah di~bah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tfrnun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan B~tuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia TahVn 2019 Nomor 15); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No± or 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akun ansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah D erah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo~ 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOIf-or 11 Tahun 2017 
ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pel4 sanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan ~an Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tah, n 2017 Nomor 450); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmataya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaar Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasilainalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten TaSikm~aya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentu an Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupate Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm4Iaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan ~usunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupate1 Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) , sebagaimana telF diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 201~ tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tkmun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkalt Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm1 aya Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan ~an Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun AnggaJran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahl n 2018 Nomor 6) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tabun 2019 tentang 
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Perubahan Anggaran Pendapatan qan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggalran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm8j1aya Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Barang Milt Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Pertanggungjawaban P~laksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 
Nomor 1) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ITAHUN ANGGARAN 
2019. 

Pasa11 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan AsH Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2 . Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b . Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surflus/Defisit 

Rp. 288.290.693.896,00 
Rp. 2.160.6 ~ 5.166 .635,00 

Rp. 1.383.485.230.194,45 
Rp.3.832.39 1.090.725,45 

Rp. 1.363.770.494.730,00 
Rp. -
Rp. -
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

89.3713. 875 .000 ,00 
5. 76f. 750.000,00 
8 .392.437.750,00 

692.744.031 .943,00 
1.4(h .070.000,00 

Rp. 2.161.509.659.423,00 

Rp. 132.0~6.621.652'00 
Rp. 863.7 0 .504.270,27 
Rp. 636.9 7.994.716,00 
Rp. 1.632.6a 5.120.638,27 
Rp. 3.794.194 .780.061,27 
Rp. 38.196.310.664,18 



3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Pasal2 

Rp. 221.626968.161,57 
R. 44.712 777.10757 
Rp. 176.914 191.054,00 
Rp. 215.110 501.718,18 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimafsud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabp.paten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 2 Oktober 2020 

SEKRETA S DAERAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

MO 

Ditetapkan di Sir gaparna 
pada tanggal 2 pktober 2020 

Pjs.BUPAT~ TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 68 


